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ABSTRACT

Globalization and liberalization of trade has expand the market area of a product, Mark which has function
as a distinguishable sign, quality guarantee and origin sign of a product, has an important rofe in the free
irade era. Commercial value of a mark becomes higher if it is refated to a worldwide well-known mark, The
primary protection of a mark can be obtained through registration. However, it can be happened 3 foreign
mark has not been registered yet in one jurisdiction, while the mark itseif is already well-known in the
region. The unregistered well-known mark also needs the protection from national and international law
from anybody wio wants io imitate and use it with bad faith, This paper discusses the legal protecf/ons that
are given by the goi vemment or Indonesza for unregistered mark in jts Jjurisdiction.

Key-words: Legal protection, unregistered well-kniovin mark

ABSTRAKSI

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah membuat daerah pemasaran suatu produk semakin meluas.
Merek yang memifiki fungsi sebagai tanda pembeda, jaminan kualitas dan tanda asal barang, memegang
peranan penting dalam era perdagangan bebas. Nilai komersial merek menjadi semakin tinggi, apalagi
bila menyangkut merek terkenal di mancanegara. Perlindungan paling utama yang diperoleh sebuah
merek terkenal adalah melalui pendaftaran. Namun demikian, dapat terjadi sebuah merek asing beium
sempat didaftarkan pada suatu yurisdiksi negara, tetapi sudah terkenal di wilayah negara tersebut.
Merek terkenal tidak terdaftar ini juga membutuhkan peraturan hukum, baik nasional maupun internasional,
yang melindunginya dari pihak-pihak beritikad buruk yang ingin meniru, menjiplak atau mendompleng
ketenaran dari merek tersebut. Paper ini akan imembahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan
oleh pemerintah Indonesia terhadap merek terkenal yang tidak atau belum terdaftar dalam yurisdiksi
Indonesia.

Kata kuncl: Perlindungan hukum, merek terkenal tidak terdaftar

L PENDAHIHLIAN barfungsi uniuk menunjukkan asal usul dari

Merek adalah salah satu bagian dari hak produk dan terlebih lagi, memberikan jaminan
atas kekayaan intelektual {(HKI) yang memifiki nilai terhadap kualitas produk itu.! Suatu merek
komersial dan arti penting dalam industri. Merek terkenal memiliki nilai vang sangat tinggi, melebihi
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' -mla; produk dan merek :tu sendm Sebagai_-_'_"
L _.contoh ‘merek: Coc:a Cola. memilii nilai usg3s
: _"_'-mrlyar Beberapa orang mungkm menganggap};_ o

"bahwa Coca Co!a rasanya sama dengar\ mmuman":' S
sejems coia lainnya. Akan tetapi, citra atau goad :
will Coca Cola teiah terbentuk dengan balk '

sebagaj hasil promosi dan periklanan yang mahai
dan menjadikannya sebagai merek terkenal 2 ~
Untuk mendapat perlindungan melalui UU Merek,
suatu merek harus didaftarkan terlebih dahulu
pada suatu lembaga yang berwenang untuk
menerima pendaftaran tersebut. Sekali suatu
merek didaftarkan, maka si pemilik hak merek
dapat mempertahankan haknya terhadap
siapapun.? Pemilik ‘hak dari merek terdaftar
mempunyai hak ekstusif untuk menggunakan hak
tersebut atau mengijinkan pihak lain untuk
menggunakan merek tersebut di Negara atau
wilayah dimana merek itu didaftarkan.

Merek terkenal membutuhkan pengor-
banan besar untuk memperoleh reputasinya.
Reputasi suaiu merek didapat karena produk dari
merek tersebut berkualitas baik. Untuk mem-
peroleh kualitas baik diperiukan pengalaman dan
riset untuk pengembangan optimal dari produk
itu. Selain itu, produk itu juga harus dipromosikan
secara kontinyu agar masyarakat luas me-
ngetahui reputasinya. Semua ini membutuhkan
biaya, tenaga dan waktu yang tidak sedikit.

Waiaupun merek terkenal, biasanya sudah

: jawab memanfaatkan celah ini un‘cuk mematsukan o

atau meniri: merei( tarkenal tersebut Hal ;m Je!as;if it
sangat merugikan pemilik merek: terkenai vang. -

'sudah isegﬁ;u banyak mengorbankan uang, waktu'_i B

dan tenaga Lntt,k membesarkan nama rnerek fuss '_
Paper ini akan menguias bagaimana pemersntah :
Indonesra membenkan perlindungan untuk merek
terkenal yang tidak Lerdaf’tar daia_m yurisdiksinya.
Secara mendalam, ‘paper ini akan membahas-
bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada di
yurisdiksi Indonesia uniuk melindungi merek-
merek terkenal tidak terdaftar tersebut.

L PEMBAHASAN

Ul Merek Indonesia yang pertama, yaitu
UU No. 21/ 1861 tidak mengatur mengenai merek
terkenal. Setelah UU Merek No., 19/ 1092
diundangkan, barulah dijumpai istilah merek yang
dikenal (Anow), tidak dikenal (unénown dan
sangat dikenal (well-known).* Walaupun
demikian, UU No. 19/ 1992 kemudian tidak
menggunakan istilah ini,® Sehingga praktis, merek
terkenal baru diatur setelah UU Merek No, 14/
15897,

Sebelum ada UU yang mengatur mengenai
merek terkenal, tefah ada Surat Keputusan (SK)
Menteri Kehakiman {(Mernkeh) Mo. M.02-HC.01
Tahun 1987 tanggal 15 Juni 1987 tentang
Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Yang
Mempunvai persamaan dengan Merek Terkenal

terdaftar pada satu atau beberapa yurisdiksi,
namun, karena reputasi merek tersebut sudah
maiuas, ada kalanya merek tersebut belum
sempat didaftarkan pada suatu yurisdiksi tertentu,
Seringkali pihak-pihak vang tidak bertanggung

Milik Orang Lain. Pada intinya, SK ini menyatakan
menolak pendaftaran merek yang memiliki
persamaan atau kemiripan dengan suatu merek
terkenal untuk barang-barang yang sejenis. Selain
SK tersebut, terdapat SK Menkeh No. M.03-
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_:HC 02.01 Tahun 1991 . tentang Peﬂoiakaﬂ'f e

e Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau_"'-:.
' .'_'-_'f_._':'__-;__Merek vang Mmp__MerekTerkenal Mitik Orang Lain:

. atauMili Badan Lain: SKTahun 1991 ini hampir

| '::serupa dengan SK Tahun 1987 hanya SKini

. dlperuntukkan Juga untuk barang yang tldak:

" ':-sejems Kedua Sf( Menterl Kehak:man tersebut- _
. tzdak bertaku Iagz pada saat ini. Substans; yang_ -

diatur-di datam kedua SK tersebut d;masukkan

dalam UU Merek No 15/.2001, _

- Berikut ini _ada_!a_h___ke_tentuan -ketentuan
vang dapat dipakai sebagat dasar.hukum untuk
melindungi merek terkenal yang tldak terdafiar
di Indonesra : SRR ;

i A UU No. 1572001 tentang Merek
Suatu merek terkenal yana tidak terdaftar

dapat berlindung pada ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 4 LU Merek yang menyatakan bahwa
“suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar
Permohonan yang diajukan cleh Pemohon yang
beritikad tidak. baik. Yang dimaksud dengan
pemohon yang beritikad baik adalah “pemohon
vang mendafiarkan mereknya secara layak dan
jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng,
meniru atau menjiplak ketenaran merek nihak
lain demi kepentingan usahanya yang berakibat
kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan
kondisi persaingan curang, mengecoh, atau
menyesatkan konsumen®™’. Pasai ini tidak

: _pada w:layah Indonesm Kemmpuiannya adalah'if_ -
Pasa[ 4-ini: dapat dagunakan sebaga: sarana" o
- perlindungan hukum bagi merek terkenal yang
--"._'tidakterdaftarjuga Sepan;ang dapatdatemukan e

adanya unsur mkarf tidak: balk dari:pihak’ yangf-f'
ingin mendaftarkan merek tersebut, maka merek
yang dimintakan pendaftarannya atu tldaK dapat :
didaﬁafkﬂn " BB o . e
“Ketentuan- iam da[am . Merek yang:f.'_
melm_dungi kepentingan-merek terkenal secara.
lebih spesifik terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 b UU. _
Merek. Pasal tersebut menyatakan “permohonan . -
{pendaftaran suatu merek) harus.ditolak oleh.
Direktorat Jenderal apabila merek tersebut
mempunyal persamaan :pada :pokoknya atau-
keseluruhannya dengan merek yang sudah
terkenal milik pihak lain untuk barang den atau
jasa sejenis". Suatu merek dapat pula ditolak
pendaftaran mereknya apabila memiliki per-
samaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan merek terkenal milik pihak lain yang bukan
merupakan barang atau jasa sejenis sepanjang
memenuhi persyaratan tertentu vang akan:
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.® Sangat disayangkan tidak ada
penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan
yang diminta tersebut. Demikian pula Peraturan
Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal tersebut
masih sedang disiapkan oleh Pemerintah.?
Selanjutnya, UU Merek menvatakan

mermberikan penjelasan apakah ketentuan ini
berlaky untuk jenis merek tertentu (terkenal atau
tidak terkenal). Pasal ini juga tidak mengharuskan
merek lain yang dibonceng, ditiru dan dijiplak
ketenarannya sudah dalam keadaan terdaftar

bahwa penclakan tersebut dilakukan dengan
memperhatikan pengetahuan umurm masyarakat
atas merek tersebut dalem bidang usaha vang
terkait.’ Selain hal di atas, periu juga diperhati-
kan reputasi merek terkenal tersebut didapat dar
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_ F_:f;:aromos: besar«besaran, mvestasu o!eh pemihk '
L "E:merek di: beberapa negara di duma dan d:sertai_ e
i -'gbukta pendaftaran merek tersebut d| beberapa R
T -'_;__}-:"negara di dunza Apablia hal hal tersebut d;atas:}'f.'._

“masih: dlanggap kurang memadai, maka

.".'-Pengadllan Nlaga akan memermtahkan di#'

' 'adakannya suatu surven oleh lembaga yang
f _bersufat mandm yang akan memberikan penitaian
'mengenal apakah merek itu merupakan merek
terkenai W e
Daiam hal penoiakan pendaftaran ini, UU
Merek juga tidak memberikan perlakuan berbeda
untuk merek terkenal yang terdaftar ataupun tidak
terdaftar. Tidak ada satu pasal pun dalam UU
Merek yang membahas mengenai merek terkenal
tidak terdaftar. Namun demikian dapat disimpul-
kan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal
ini juga dapat dipakai sebagai sarana per-
lindungan hukum bagi merek terkenal yang tidak
terdaftar di Indonesia. bahwa Direktorat
Jenderal*? tetap akan menolak pendaftaran atas
suatu merek yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan merek
terkenal yang telah ada sebelum pendaftaran
merek tersebuf, walaupun merek terkenal
tersebut belum terdaftar di Indonesia.
Penolakan pendaftaran adalah bentuk
perlindungan hukum preventif bagi merek
 terkenal, baik yang terdaftar atau tidak terdaftar,
Bentuk perlindungan lain yang bersifat kuratif

: '--membenkan kesempatan kepada pemlhk merek : o

: 'yang ticiak terdaftar untuk menga]ukan gugatan o

L -_'pembataian pendaftaran merek yang dlanggap

‘ _-.membonceng, meniru atau menjlplak ketenaran .
“mereknya kepada Pengadrtan Nfagai"* sete!ah
"-mengajukan permohonan kepada i)irektorat_-'
“Jendral HKI Akan tetapl gugatan pembatalan

 merek tersebut hanya dapat dlajukan ‘dalam

3angka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran
merek,!s Gugatan tersebut dapat dtajukan tanpa
batas waktu jika merek yang be_rsangkutan
bertentangan dengan moralitas agama, ke-
susilaan, ‘atau ketertiban umum.® Termasuk
kategori berfentangan dengan ketertiban umum
adalah ditemukannya itikad tidak baik.”
Sehingga, gugatan pembatalan pendaftaran
suatu merek atas dasar-adanya itikad tidak baik
oleh pemilik merek terkenal, baik terdaftar atau
tidak terdaftar, dapat berlangsung tanpa batas
waktu. O

B. Konvensi Paris tentang Hak pMilik
Perindusirian 1883 dan TRIPs
Agreement '

Indonesia sebagai salah satu negara
anggota WTC telah meratifikasi TRIPs Agree-
ment, TRIPs Agreement mewajibkan semua
anggota WTO untuk menvesuaikan hukum
nasionalnya dengan Konvenst Paris, Korwensi Bern
1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan

dapat diperoleh setelah terjadi pendaftaran atas
merek yang mengandung unsur itikad baik
terkenal tersebut adalah pernbatalan pendaftaran
mererk vang disengketakan tersebut®®, Bahkan
secara khusus, Pasal 68 ayat 2 UU Merek

Seni'®, Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan
Performer, Produser Rekaman Suara dan
Lembaga Penyiaran dan Trakiat Workd Inteliec-
tual Property Organization(\WIPO) tentang Sirkuit
Terpadu, terlepas dari apakah negara-negara
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e ]_anggo:a tersebut t:eiah merat:f kaS| penamsan~ N
_'.:'peijangian mternassonal mr atau belum 1 Is; dan K
_-.:-..;TRIPS Agreement hamplr se!uruhnya cﬁtadaptasz: S
| :' _'-darl penan;:an peqanjlan mtemasaonal tersebut ol

g :Pasai 16. ayat 2 dan 3 TRLPS Agreemenz"
'merupakan ketentuan yang terkait dengan merek
.terkenal Ayat 2 menyatakan Pasai 6b/sKonvens:
Par;s 1883 akan berlaku juga untuk merek jasa.
Ayat ini.juga menyatakan untuk menentukan
apa__igah suatu merek terkenal, negara neserta
TRIPs Agreement harus memperhatikan penge-
tahuan masyarakat . terkait: mengenai merek
tersebut, termasuk pengetahuan yang diperoleh
sebagai hasil -dari promosi. ‘Ayat selanjutnya
menyatakan Pasal 6 bisKonvensi Paris 1883 juga
berlaku untuk barang atau jasa yang tidak sejenis
dengan kelas dimana merek itu didaftarkan.

- Mengenai merek terkenal yang tidak terdaftar,
tidak ada satu pasal pun yang mengaturnya dalam
TRIPs Agreement. Untuk selanjutnya, pembahasan
bagian ini akan lebih difokuskan pada Konvensi Paris
1883 karena ketentuan dalam TRIPs Agreement
tentang merek terkenal mengacu pada Pasal 667
Konvensi Paris 1883.

Indonesia meratifikasi Konvensi Paris 1883
tentang Hak Milik Perindustrian sejak tahun
1950.% Tanpa menjadi anggota WTO pun,
konvensi ini tetap merupakan salah satu sarana
pertindungan bagi pemilik merek di Indonesia.
Seperti telah disebutkan diatas, ketentuan vang

' '_'-penggunaan suatu merek yang merupakaﬂ_;_
';reproduksa smu:asz atau penerjemahan yang
__dapat membmgungkan dan suatu merek ya ng B
= -:dlanggap sah oleh mstan51 yang berwenang darl :f '

-negara- tempat merek tersebut didaf"tarkan, =

sebagal merek terkenal :untuk ‘barang- barang
yang s_e;ems_ _Ketentuan inijuga berlaku apa;b_t_ia -
bagian esensial dari merek yang bersangkutan
merupakan reproduksi dari merek terkenal atau
imitast vang dapat menimbulkan kebingunga’nﬁl
Ayat selanjutnya dart Pasal 6 b5 ini memberilkan
waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 'sejek
tanggal pendaftaran untuk meminta pembatalan
dari merek  tersebut. Negara-negara anggota
Konvensi Paris 1883 ini dapat juga memberikan
jangka waktu untuk meminta larangan peng'n'
gunaan merek tersebut. Akan tetapi, Pasal 6 45
ayat 3 memberikan kebebasan jangka walktu
untuk membatalkan dan melarang penggunaan
dari merek yang digunakan dengan itikad yang
tidak baik. Keseluruhan Pasal 64/s ini hanya
diperuntukkan untuk barang-barang dalam
kelas sejenis. :
Salah satu yurisprudensi yang mene-
rapkan Pasal 65is Konvensi Paris ini adalah
Putusan Mahkamah Agung (MA) RI dalam
perkara pemalsuan merek terkenal GUCCI. Pada
tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
melalui Putusan Ne. 377/PDT.GD/ 1991.PN.Jkt.Pst,
menolak gugatan dan menyatakan menerima

terkait langsung dengan merak tarkenal dalam
Konvensi Paris ini adalah Pasal 64/s. Ayat 1 dari
pasal ini menyatakan bahwa negara-negara
anggota Konvensi Paris 1883 harus menolak atau
membatalkan pendaftaran dan melarang

eksepsi tergugat I dan I, yang mendalilkan
gugatan yang diajukan telah melewati tenggang
wakiu permohonan pembatalan selama 9 bulan
sejak diumumkan dalam Berita Negara seperti
diatur dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 21 Tahun
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1961 Namun, pada tlngkat kasasz Putusan_"

~ Mahkamah Agung (MA) RI No. 3485K/ Pdt/ 1992

e '_i:e:!ah membatalkan Putusan Pengad:lan Negen':. 5

S _f-"."tersebut Dalam Putusan Kasasi tersebut, MA
menerapkan Pasal 6b/5 ayat 3 Konven5| Paris _

'.-1883 yang menyatakan bahwa- penggunaan'

‘merek terkenal milik: orang lam adalah . tldak
---mengenal tenggang waktu tersebub 2t
_ ‘Undang- undang yang | berlaku pada saat

kasus ini diputus adalah UU No. 19/1992. Namun
dem;kian MARI mendasarkan putusannya pada
KonvenSi_ Paris 1883 karena UU‘_te_;_s_ebut diatas
belum memuat ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 6b/sayat 3 Konvensi Paris
1883. Kasus ini, kemudian, menjadi /andmark
decision untuk kasus yang terkait dengan merek
terkenal, yang ternyata baru dtakomod:r da!am
UU Merek No. 14/ 1997.

Perlindungan merek terkena!l yang tidak
terdaftar tidak dapat diperoleh melalui Pasal 645
ini. Pasal 6 bishanya melindungi merek terkenal
yang terdaftar ‘pada suatu ‘instansi-yang
berwenang. Untuk merek terkenal yang tidak
terdaftar, perlindungan lebih tepat diberikan oleh
Pasal 104/s Konvensi Paris tentang persaingan
tidak sehat,

Dalam Pasal 104isayat 1 dinyatakan bahwa
negara-negara anggota Konvensi Paris 1883
terikat untuk memastikan bahwa mereka
memberikan perlindungan efektif dari suatu

:merek tersebut tldak harus memt!ikl reputasu_ R
_-_"_untuk mendapat perimdungan e o
Se!an}utnya_ ayat 2 menegaskan bahwa"_ '
_ }.setaap persaing h;-_yang bertentangan dengan';ﬁ'? i
'praktek yang ]U}UI‘ daiam sndustr; dan blsms e
"dianggap sebagaz persamgan cur&mg Tndakan?:- -'
ftmdakan yang daanggap sebagm persamgan_-
- curang. menurut Konvensn Pans 1883 adaiah :

semua tmdakan yang menfmbuikan keb;ngungan '
dengan berbagal ca ra apapun yang tefkaat

dengan pendman barang barang atau kegtatan

industri atau bisnis dari kompetitor”f Pengakuan_

palsu dalam perdagangan yang bertu;uan untuk

mendlskred:tkan keberadaan, barang barang '
atau keglatan mdustn atau bisnis dari seorang
kompetitor juga dlanggap sebagaf persamgan '
curang.” Selain ltu dapat dikategorikan sebagai
tindakan persaingan curang adalah md:kasu atau
pengakuan dalam perdagangan yvang dapat
menyesatkan masyarakat umum tentang barang'
tersebut, proses pembuatan, karakteristik dan
kecacokan dari tu}uan atau kuant;tas dan barang
tersebut 5 '

C. Pasal 1365 Burgelijic Wethosk
(BW)

Perlindungan terhadap merek terkenal,
baik terdaftar maupun tidak terdaftar, di Indone-
sia dapat diperoleh juga melalui hukum perdata.
Ketentuan yang melindungi merek terkenal,

kKompetisi curang. Ketentuan ini mempunyai efelk
lebih luas dibanding dengan Pasal 64/s. Pasal ini
dapat dipergunakan untuk merek terkenal yang
tidak terdaftar karena tidak mengharuskan
adanya pendaftaran dari suatu merek, bahkan

terdaftar ataupun tidak terdaftar, adalah Pasal
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KURPer) atau Burgeljik Wetboek (BW) tenta ng
perbuatan melanggar hukum.® Sebenarnya pasal
ini tidak ditujukan secara khusus untuk melindungi
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c -merek tetapa ditujukan secara umum pada semua
; : : _akt;f tas blsms yang memmbuikan kerugxan bagi
. _pihak Eamnya . RPN S

bentuk perlmdungan awaE bagl pamli;k merek
terke"ial (tE| daftar atau ttdak terdaftar) Pasal
ini mehndungz merek terkenai (terdaﬁ:ar atau tidak
_terciaftar) dari tmdakan yang merugikan
pemlilknya dengan membenkan kompensasz
kepada pemlilk m@rek terkenai yang dilanggar
haknya Untuk menggunakan Pasai 1365 BW
sebaga: perlmdungan bagr merek terkenal
(terdaftar atau tadak terdaﬁ:ar) harus memper-
hatlkan bahwa ketentuan ini menghendakl si
pefanggar t:dak hanya menyebabkan kerugian
bagi pemtt:k merek terkenai tersebut, tetapi juga
meianggar uu (hukum) yang berlaku.”
Penga}uan gugatan pelanggaran hukum
mefaiu: Pasai 1365 BW tidak dapat digabungkan
dengan gugata_n pembatalan pendaftaran merek.
Hal ini disebabkan gugatan pembatalan pen-
daftaran merek merupakan upaya hukum khusus
melalui Pengadilan Niaga®, sedangkan gugatan
pelanggaran hukum melalui Pasal 1365 BW
tunduk pada hukum acara perdata.” Bahkan,
gugatan ganti rugl melalui Pasal 1365 BW ini
harus didahului adanya putusan gugatan
pembatalan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.®®
~ Putusan Pengadﬂaﬂ Tngga No, 78/ 1875

ukan merupakan :

-'dlgabungkan dengan gugatan “pembatalan merk T

~tetapi harus daajukan sesudah putusan “pem—{ o
' bata!an merek“ 'sudah mempunyap- kekuatan..-_“

-hukum tetap“ 32 Gugatan pembatalan merek yang

d:kabuikan oleh hakim merupakan suaty "
pengakuan bahwa merek tersebut didaftarkan .
dengan melanggar hukum atau UU, sehingga hal
ini dianggap dapat memenuhi unsur perbuatan -
melanggar hukum dalam Pasal 1365 BW.
-.D. Pasal 382 bis dan Pasal 303 (1) -
- Kitab Undang-Undang Hulum
. Pidana . o
- Pelanggaran hak atas merek terkenal yang
tidak terdaftar dapat juga dituntut melalui hukum
pidana. Pasal yang dapat dijadikan dasar
penuntutan adalah Pasal 382 £is KUHP. Pasal ini
menyatakan bahwa orang yang mengambil
keuntungan uniuk bisnisnya atau orang lain
dengan cara terfibat dalam praktek-praktek tidak
adit dan menipu konsumen atau pihak teretenty,
sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak
lain dapat dikenakan hukuman 16 bulan penjara
atau denda Rp. 900,-.% :
Seperti halnya Pasal 1365 BW, pasal ini
pun merupakan /fex generalfisyang berarti tidak
khusus ditujukan untuk kasus pelanagaran merek.
Namun, ketentuan ini dapat dipakai, karena
perbuatan seseorang yang melanggar hak merek,
baik terdaftar ataupun tidak terdaftar, ya ng sah

jelas menerapkan kei:entuan tersebut diatas.
Dalam putusan tersebut, yang kemudian
dikuatkan oleh Putusan MA No. 401K/ Sip/ 1976,
dinyatakan bahwa “gugatan ini tidak dapat

Gapal menimbuikan kerugian bagi orang lain.
Selain untuk melindungi kepentingan pemilik
merek, pasal ini juga bertujuan melindungi
kepentingan konsumen. Kepentingan seorang
konsumen terancam manakala konsumen
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: '::'tersebut tertlpu untuk membeli produk paisu atau_“ ;' g
) 'produk yang seolah—o1ah ada kartannya dengan '
'.merek Ialnnya Wafaupun ttdak dmyatakan secaral i
SR _;_.ekspi;sst merek dan penggugat harus memlhki R

'-penlpuan sepertl yang disebutkan di atas M e
_ Seianjutnya pasal Iamnya yang .dapat
_ dzgunakan sebagai dasar. hukum. pelanggaran

merek terkenal tidak terdaftar adalah Pasal 393
(1) KUHP. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
Barangsiapa memasukkan ke Indonesia tanpa
tujuan terang uniuk dikeluarkan lagi dari Indo-
nesia, menjual, menawarkan, menyerahkan,
merhbagikan atau mempunyai persediaan uniuk
dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang
diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa
pada barangnya itu sendiri atau pada bung-
kusnya, dipakaikan secara palsu nama firma
atau merek yang menjadi hak orang lain untuk
menyatakan asalnya barang, nama sebuah
tempat tertentu dengan ditambahkannya nama
firma yang khayal, ataupun bahwa pada
barangnya sendiri atau pada bungkusnya
ditirukan nama, firma atau merek yang demikian
sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak
Rp. 600,00 (enam ratus rupian).

Bila dilinat dari redaksinya dapat diketahui
bahwa pasal tersebut mempunyai jangkauan

S -'-'Na 15/ 20{}1 yaltu pada Bab XIV Pasal 90 sampale e

_ _dengan Pasak 95.% Sebagal /ex generaﬁs, Pasal.
+393 (1) KUHP dapat dikesampmgkan oleh pasal:

_' -':'pasai dalam UU Merek tersebut yang. mengatur.'f-_f_ o
hal- hal yang sarna Selain ity, . ketentuan— .

keteni:uan sanksi pidana. yang. terdapat dalam -
Pasal 3824is dan 393 (1) KUHP ini tidak
mengurangi kemungkinan dari pihak yang ber_hak__ :
untuk melakukan qugatan perdata.®

£ Pasal 7 UU No. 08/1599 tentang .
Perlindungan Konsumen .

UU Perlindungan Konsumen mempunyai
keterkaitan erat dengan pelanggaran pemakaian
merek yang sah. Tujuan dari UU Perlindungan
Konsurnen adalah memberikan perlindungan bagi
konsumen yang memakai suatu barang atau jasa.
Setiap barang atau jasa yang diperjualbelikan
pastilah memiliki nama dagang atau merek. Oleh
karena itu, setiap pelanggaran dalam bentuk
pemalsuan merek atau pemboncengan merek
terkenal akan merugikan konsumen yang
mempergunakan barang atau jasa tersebut,

Demi melindungi konsumen dari merek
palsu, Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen No.
8/ 1999 dapat dipakai sebagai /ega/ basis untuk
menuntut pelaky pelanggaran merek terkenal
yang tidak terdaftar. Pasal ini menyatakan bahwa
kalangan bisnis harus memiliki itikad baik dalam
menjalankan bisnis mereka. Itikad baik dalam

YAy s T Setaii Ut TSI ungiheraR, pasa
ini juga ditujukan untuk melindungi indikasi
geografis® dan tindakan impor paraleP®, Akan
tetapi, apa yang diatur oleh pasal ini ternyata
telah diatur pula sebagian® dalam UU Merek

pasalint dapat dimterpretasikan bahwa seorang
usahawan tidak diperkenankan memalsukan
merek orang lain, Selain itu, dianggap tidak
memiliki itikad baik bila kalangan usahawan
mengasostasikan diri mereka memiliki hubungan
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'-.:.:dengan produk barang dan 3asa dan plhak iaun o
. pasal ini tidak membedakan apakah merek itu
'-_-":.-:'.-.._harus terkenal atau tldak terkenal dan terdaftar
oo atau ttdakterdaftar S TN
Namun dem:kian, pasal ini sepertinya tldak B

: sepenuhnya efektif- membertkan perlindungan
bagl suatu merek Sepem yang telah dtsebutkan
'dnatas ketentuan ini ditujukan khusus untuk
konsumen, sehmgga para‘produsen yang juga
adalah pemilik merek yang sah hanya memiliki
hak terbatas untuk melindungi mereknya melalui
pasal 7 UU Perlindungan Konsumen No. 8/ 1999,

" Untuk merek terkenal yang tidak terdaftar
di Indonesia, perlindungan hukum yang diberikan
melalui hukum nasional dan hukum internasional.
Secara nasional;, Indonesia telah memiliki
beibagai peraturan perundang-undangan yang
mendukung pemberian perlindungan tersebut,
Perlindungan hukum secara nasional dapat
diperoleh melalui UU No. 15/ 2001 tentang Merek,
Pasal 1365 BW (Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata), Pasal 382 f¥sdan Pasal 393 (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal
7 UU tentang No. 8/ 1998. Namun, peraturan
perundang-undangan tersebut tidak secara
eksplisit dan khusus mengatur pemberian
perlindungan terhadap merek terkenal tidak
terdaftar di Indonesia. Terhadap ketentuan-

' terkenai tidak terdaftar di Indonesia. . A

. ' Saai:ml satu-satunya pertmdungan yang_f'_ff'j:. .

: :dapatdspak_az secara langsung adalah Pasal 1365 . S
' jBW.' _P_a_éa_i ini d_ap_a_t_'d_ianaiogikaniéépertihuk_u_r:ﬁf'f:_ e

passing off di_negara-negara ‘common /am:_ﬂ" o

Narpun, penggunaannya juga tidak efektif karena-_' R

pasal ini dapat diberlakukan untuk semua akiifitas -~

bisnis yang ada di Indonesia, sehingga terla[lj._' '
bersifat umum. Lagipula, penggunaan pasal ini
hanva diperkenankan apabila telah ada puiusan.-
tetap vang membatalkan penggunaan merek
tersebut dari Pengacilan Nizga. Dengan demildan,
pasal ini hanya merupakan suplemen dari Pasal
68 ayat 1 UL Merek No. 15/ 2001 tentang
pembatalan suatu merek.

Sacara internasional, perlindungan
diberikan melalui Konvensi Paris 1883 dan TRIPS
Agreement yang telah diratifikasi oleh Indone-
sia. Ketentuan dalam Konvensi Paris 1883
diadopsi secara keseluruhannya dalam TRIPS
Agreement. Pasal 6 bis adalah sarana per-
lindungan merek terkenal, baik terdaftar ataupun
tidak terdaftar, di negara-negara yang meratifikasi
Konvensi Paris 1883, Selain Pasal & bis,
perlindungan lebih tepat diberikan melalui Pasal
10 bis tentang persaingan curang. TRIPS Agree-
ment adalah satu-satunya ketentuan yang
mencanturmkan perlindungan merek terkenal
tidak terdaftar secara eksplisit, sehingga
merupakan sarana yang cukup efektif untuk

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
tersebut masih diperlukan interpretasi lebih lanjut
agar dapat melindungi secara efektif merek

melindungi merek terkenal tidak terdaftar di
Indonesia. =@
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